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Abstrak

Pendidikan ‘Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang
mengarahkan kesadaran warga negara akan pentingnya bernegara
dengan menambahkan rasa cinta tanah air dan kepeduliannya
terhadap negara. Dalam bernegara, masyarakat ikut berperan
aktif dalam kehidupan yang sesuai dengan Pancasila. Masyarakat
merupakan komponen dari suatu bangsa yang terkait di suatu
negara, sehingga masyarakat mempunyai peran penting dalam
sebuah negara, yaitu dengan membela negaranya sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Aturan Pemerintah yang dibuat perlulah ditaati apabila




aturan itu baik untuk kemaslahatan masyarakat dan itu semua akan
menciptakan masyarakat yang bersatu, adil dan sejahtera. Dalam
menghadapi Pandemi COVID-19 saat ini, Pemerintah perlu memiliki
kebijakan yang berkerakyatan, karena yang paling berperan dalam
kondisi saat ini yaitu masyarakat. Dampak dari Pandemi COVID-19
telah mengganggu berbagai aspek kehidupan di masyarakat, mulai
dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan beragam aspek lainnya. Salah
satu persoalan utama yang sedang ramai diperbincangkan publik
mengenai dampak Pandemi COVID-19 yang semakin meluas di
wilayah Indonesia adalah persoalan ketahanan pangan. Pangan
adalah suatu tonggak utama bagi kebutuhan masyarakat yang
tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Maka dari
itu, pemenuhan kebutuhanakan pangan masyarakat selama masa
Pandemi COVID-19 perlu menjadi. perhatian khusus dari banyak

pihak agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Kata kunci : Pendidikan, Peran Masyarakat, Bela Negara, Kebijakan.

1. Pendahuluan dan Masalah

Menurut Mabhifal (2019) menyebutkan bahwa pendidikan
kewarganegaraan itu sendiri memang didesain dengan tujuan
untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta
membentuk rasa kebangsaan, sikap dan perilaku cinta tanah air,
berjiwa demokratis yang berkeadaban, menjadi warga Negara
yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam
membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai
Pancasila, dan dari pada itu masyarakat harus memiliki kesadaran
bernegara tersebut agar menjadi warga negara yang berperan teguh

dalam bela negara. Lebih lanjut Mahifal menyebutkan, bela Negara




bagi warga Negara Indonesia adalah usaha pembelaan Negara
dilandasioleh kecintaan terhadap tanah air (wilayah Nusantara) dan
kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan
pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada UUD 1945
sebagai konstitusi Negara.

Masyarakat memiliki peran dalam negara, yaitu- upaya
pembelaan negara di mana sudah tercantumkan di dalam UUD
1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan "Semua warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
Sehingga, masalah apapun di.dalam negara, warga negara harus
ikut serta dalam pembelaan negara dengan kebijakan yang sudah
dibuat Pemerintah sesuaiamanat konstitusi negara.

Adanya Virus-Corona (COVID-19) yang merupakan penyakit
menular tengah-menyebar-dan sekurang-kurangnya telah meng-
infeksi + 1 juta orang dan sebanyak 90% negara di dunia telah
menjadi korban. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama
kali di negara China, tepatnya di kota Wuhan pada awal Desember
tahun 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit
di Wuhan dan melaporkan bahwa ada gejala penyakit yang tidak
dikenal. Setelah melalui penelitian diketahui bahwa terdeteksi
adanya varian virus baru dari virus yang telah dikenal oleh dunia
kedokteran sebelumnya sebagai Severe Acute Respiratory Syndrom
Corona Virus 2 (SARS-Cov-2) (Lucy Rodgers, Mike Hills, Dominic Bailey
dan Wesley Stephenson, 2020).

Kemudian melalui rilis pers yang dikeluarkan Rabu (12/3)

lalu, organisasi kesehatan dunia (WHO) memberikan pernyataan
bahwa status penularan virus corona dari varian virus yang dikenal




dengan istilah COVID-19 telah menjadi status pandemi, karena
dinilai bahwa wabah ini sudah sampai tingkat penyebaran dan
keparahan yang mengkhawatirkan. Akibat dari pernyataan tersebut
beberapa negara mulai menetapkan status kedaruratan kesehatan
masyarakat terkait wabah virus corona (COVID-19) khususnya di
negara Indonesia, karena berdasarkan faktor resiko yang ada. Selain
melibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, banyak aspekyang
mendapatkan konsekuensinya seperti di bidang sosial, politik,
ekonomi, dan sebagainya (Tim, 2020).

Segala usaha pencegahan dan penanggulangantelah dilakukan
oleh berbagai pihak di seluruh dunia terhadap pandemiyang terjadi
sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat.ini. Upaya yang telah
dilakukan tersebut saat ini sedikit membuahkan hasil dan telah
begeserdarimasa pandemi menjadicenderung ke masa normal baru
semenjak ditetapkannya karantina wilayah-(lock down) dibeberapa
negara. Sedangkan di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20l9
(COVID-19). Himbauan kepada masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, misalnya dengan
melakukan beragam aktivitas dirumah dan mengurangi kontak fisik.
Virus ini mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong
kehidupan masyarakat, termasuk di antaranya sektor pertanian.

Apa upaya bela negara dari sudut peran masyarakat dalam
menghadapi masalah global, yaitu virus corona atau COVID-19?
Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome corona virus 2




(SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona
bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia
akut, sampai kematian. Virus ini sudah tersebar di berbagai negara
termasuk Indonesia, dari negara lainnya melakukan kebijakan
dengan adanya lockdown. Indonesia sendiri sudah melakukan
kebijakan dengan PSBB dan yang berperan penting dalam
pelaksanaan tersebut selain Pemerintah ‘adalah peran masyarakat
itusendiri (Mahipal, 2011).

Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat
dengan ketahanan pangan.nasional. Tentunya pada masa pandemi
yang sulit seperti sekarang ini. Ketahanan pangan menjadi sesuatu
yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang
seakan menghantui Indonesia. Dari sini-petani sebagai tonggak
utama pada -pemenuhan pangan masyarakat juga merasakan
dampaknya. Seperti -harus memenuhi permintaan yang cukup
tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan banyak hal-
hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi agar pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pada masa
pandemidilndonesia tetap terjamin.

Oleh karena itu, tulisan ini mengupas seputar peran masyarakat
untuk bela negara dalam menghadapi COVID-19 serta apa
saja kebijakan Pemerintah dalam menghadapi COVID-19 yang
dihimbaukan kepada masyarakat. Gerakan yang harus dilakukan
bersama untuk mengantisipasi wabah penyakit agar tidak memakan
banyak korbanlagidisuatunegara,dengan upaya pencegahannyayang
dilakukan seperti apa karena Islam sudah menunjukkan bagaimana
menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit atau virus.




2. Hasil Analisa dan Pembahasan

a. Masyarakat dan Bela Negara

Menurut Suriata, I, N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara
Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1): 47-56 Kurikulum
Pendidikan Nasional memuat sangat sedikit materi Bela Negara.
Kurikulum Pendidikan Nasional secara formal yang dimulai dari
Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi memuat
materi Bela Negara sangat minim, padahal pembentukan karakter
bangsa dimulai sejak dini, ketika anak-anak masih duduk di bangku
Taman Kanak- Kanak (TK). Apabila masih anak-anak dibentuk rasa
nasionalisme, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, maka akan
tumbuh sikap bela negara yang militan. Setiap negara tidak lepas
dengan adanya warga atau masyarakatnya. Unsur Rakyat ini sangat
berperan penting ‘dalam sebuah negara, karena secara kongkret
rakyatlah yang memiliki kepentinganagar negara itu dapat berjalan
dengan baik.

Masalah-masalah yang terjadi pada suatu negara, khususnya
di negara Indonesia merupakan masalah kita bersama, yaitu semua
Warga Negara. Sehingga peran masyarakat sangatlah penting
bagi sebuah negara dalam menyelesaikan masalah. Sebagai warga
negara juga perlu memahami dengan kebijakan yang dibuat oleh

Pemerintah untuk kemaslahatan warga negara.

Masyarakat sangat berperan dalam bela negara, yaitu ikut serta
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dam Pemerintahan,
musyawarah mufakat, hidup bermasyarakat yang dapat dilakukan
dengan ikut serta dalam memutuskan kebijakan apabila ada suatu




permasalahan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana
virus ini sudah mendunia dan membuat kekhawatiran bagi semua
negara karena menyebabkan hilangnya banyak nyawa disuatu

negara, sehingga berkurangnya penduduk suatu negara.

Negara pasti adanya rakyat dan rakyat pasti adanya negara.
Negara adalah masyarakat. negara adalah rakyat, masyarakatitulah
unsuryang palingutama,dominandan harusnya paling diutamakan.
kepentingan merekalah yang harus dituruti pemerintah karena
pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kepercayaan oleh
masyarakat untuk membuat peraturan, mengatur dan menghukum
anggota masyarakat (WahyuNurudin, 2010).

Agar terwujud masyarakat dalam membela negara yaitu
pertama, kesadaran- semua kalangan masyarakat, adanya rasa
kebangsaan, cinta tanah air'dan peduli terhadap sesama. Kedua,
mengikuti peraturan arahan dari ‘Pemerintah dengan bijaksana,
tentunya-dengan dasar hukum. Ketiga, melawan bersama dengan
masalah yang terjadi, baik itu dari dalam maupun dari luar
(Kapenrem o71/Wijayakusuma, Kapten Inf Hendro, 2019).

b. Peran Masyarakat Menghadapi COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit virus yang berbahaya bagi
manusia. Saat menghadapi wabah penyakit yang sudah mendunia
ini, terutama yang berawal dari negara Cina, pemerintah Cina
melakukan kebijakan suatu aturan agar masyarakat tidak boleh
ada yang keluar, namun semakin virus itu menyebar sehingga

berdampak pada negara- negara lainnya termasuk Indonesia.

Kejadian penyebaran virus corona ini membuat semua

masyarakat resah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat




kejadian seperti ini. Masyarakat masih mampu untuk melaksanakan
bela negara walaupun dalam keadaan virus corona atau COVID-19.
Dengan kejadian seperti ini haruslah ada kesepakatan bersama
bukan mengkritik bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu

bangkit bersama melawan COVID-19.

Riyan Setiawan menulis suatu berita pada tanggal 20 Maret
2020, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau
kepada seluruh warganya untuk berdiam diri di rumah sebagai
bentuk bela negara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19
(Setiawan, 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam situasi seperti
ini masyarakat mampu berperan'dalam bela negara dengan cara
berdiam di rumah atau disebut dengan social distancing, dengan
tidak melakukan aktivitas di luar rumahiseperti belajar, menghindari

kerumunan disuatu tempat, menutup tempat wisata, dan lain-lain.

Tak hanya Gubernur DKI ‘Jakarta saja yang mengatakan
bahwa bela negara dengan berdiam diri di rumah, Wakil Menteri
Pertahanan, Wahyu Trenggono; juga mengatakan pada tanggal
23 Maret 2020 bahwasanya "Social Distancing dengan menjalankan
skema bekerja~dan belajar itu adalah bagian dari penekanan
penyebaran. virus. Social Distancing ini harus dijalankan dengan
disiplin selama masa status darurat bencana hingga 29 Mei 2020
agar Indonesia menang melawan virus corona. Jadi, sekarang
bertahan di rumah itu Bela Negara” (Antara, 2020).

Dari kebijakan tersebut masyarakat mampu menaati aturan
yang dibuat karena kebijakan tersebut baik untuk kemaslahatan
warga negara, dari banyak kasus tentang virus corona ini membuat




kekhawatiran bagi pemerintah maupun warga negara karena angka
kematian penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah
sudah menghimbau masyarakat agar berdiam rumah untuk
pencegahan COVID-19.

Humas UPNV], 23 Maret 2020, menyebutkan dalam Upaya
Kesiapsiagaan Bela Negara dalam Pencegahan Virus Corona bahwa
berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corong Virus Disease
(COVID-19) pada Satuan Pendidikan, diinstruksikan kepada Satuan
Pendidikan untuk memastikan ketersediaan sarana untuk cuci
tangan di berbagai lokasi strategis di Satuan Pendidikan. Kegagalan
dalam menjaga kebersihan tangan adalah penyebab utama infeksi
dan dapat mengakibatkan penyebaran’ mikroorganisme multi
resisten di lingkungan sekitar- (Program Studi Farmasi Program
Sarjana FK UPNV], 2020).

Lanjut-menurut Humas UPNV] (2020), menyatakan bahwa
menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan adalah
metode paling praktis dan efektif dalam pencegahan infeksi. Oleh
karena itu, masyarakat mampu mengikuti arahan yang diberikan
untuk  upaya pencegahan virus COVID-19. Selain itu, menjaga
kebersihan merupakan ajaran Islam di mana sudah tercantumkan
di QS. At-Taubah ayat 108, disitu menunjukkan Allah Swt. menyukai
orang-orang yang bersih. Bagi umat Islam pastinya akan menjaga
itu semua, dan diharapkan semua masyarakat Indonesia pun
melakukan arahan yang diberikan oleh pemerintah, karena itu
semua merupakan bentuk bela Negara dalam menghadapi pandemi
COVID-19, sehingga semua masyarakat harus berperan aktif.




c. Pandangan Organisasi Pangan dan Pertanian
Atau Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO telah memperingatkan kepada negara-negara yang ada di
dunia bahwa akan terjadi kelangkaan atau darurat pangan di tengah
pandemi virus corona (COVID-19). Terlebih lagi dengan adanya
skema pembatasan sosial secara besar-besaran (lockdown) yang
telah dilakukan oleh banyak negara yang akhirnya berpengaruh
terhadap pemenuhan pangan di setiap negara tidak terkecuali
di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus mengantisipasi
dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjaga ketahanan
pangandindonesia dan menyelamatkan petanilokal. Hal kecil yang
sudah berdampak adalah adanya kenaikan harga bahan pangan di
Indonesia walaupun masih ada ketersediaan jumlah pangan yang
masih mencukupi. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu
menjaga dan mewaspadai agar tidak ada mafia yang bermain
untuk menjaga kestabilan-harga bahan pangan di tengah-tengah
masyarakat (Jonnatan, 2018).

d. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Upaya

Pemenuhan Pangan Nasional Di masa Pandemi

Kebijakan dalam ketersediaan dan aksebilitas pangan serta

keterjangkauan (stabilitas) harga pangan di Indonesia dari produksi

hinggakonsumsi, dari hulu hingga hilir, antara lain:
1) - “Perubahan Pola Rantai Pasok Pangan

Ditengah situasi pandemi COVID-19 segala aktivitas masyarakat
cenderung kepada normal baru. Dengan penerapan pembatasan
sosial berdampak pada proses produksi hingga konsumsi. Petani
mulai merasakan bahwa produksi harus menyesuaikan secara




protokol dan menjamin kualitas sebelum sampai pada konsumen.
Proses distribusi pun lebih banyak menuju pasar-pasar online
(Hoddinott,1999).

2) Meningkatkan Fasilitas Produksi dan Konsumsi di Sektor

Pangan

Tak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di, dunia
berusaha memenuhi pemunuhan kebutuhan pangannya secara
mandiri karena jalur perdagangan Indonesia terganggu semenjak
adanya kasus COVID-19. Dari hal ini maka pemerintah Indonesia
harus menjamin fasilitas produksi dan distribusi (Maxwell, 1996).

3) Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan di Tengah Pandeni
COVID-19

Dalam Informasi-Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional
telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras 0,8 persen
selama periode Januari-Maret 2020. Maka dari itu, seabagai langkah
antisipatif kenaikan harga pemerintah perlu membuat strategi

kebijakan pangan di semua lini (Sage, 2002).
4) Optimasi Distribusi Pangan dan Pentingnya Protokol Logistik

Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di
tengah pandemi virus ini, terutama dalam penanganan wabah dan
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya terkait
dengan pangan (Thompson, 2000).

5) Bela Negara Dapat Dilakukan Secara Aktif Oleh Setiap Warga

Negara

Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan

profesi dan kemampuannya. Contohnya mahasiswa pertanian



maupun masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Karena
bidang pertanian adalah salah satu aspek strategis bagi negara
khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Pangan merupakan
kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat dan menjadi
pemenuhan hak asasi dalam setiap individu dalam menentukan
kualitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1996 Tentang Pangan. Dan nantinya akan sangat berpengaruh
terhadap ketahanan pangan di Indonesia .dan juga stabilitas
kemandirian Indonesia. Selain itu, bagi masyarakat biasa pun bisa
membantu mengurangi krisis pangan dengan memulai untuk
berkebundipekaranganrumah.Bukanhanya memenuhipekarangan
rumah dengan jemuran, parkiran ataupun sekedar tanaman hias
saja melainkan bisa memulai‘dengan menanam sayur yang cukup
mudah dalam perawatannya seperti.angkung, sawi, bayam, cabali,
tomat dan lain sebagainya. Tak hanya dipekarangan rumah, bagian
depan maupun belakangkita pun bisamemanfaatkan loteng rumah.
Siap tidak siap’ masyarakat harus. memiliki kemandirian bahkan
mampu membantu sesama.

6) KetahananPangan Domestik/Lokal

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari
ketahanan  pangan domestik/lokal. Dengan mengacu pada hal
tersebut maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat
memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan

sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
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Daerah, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan
di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif. Achmad
(2005) menyebutkan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan
di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memerhatikan
beberapa asas, yaitu:

1) Mengembangkan keunggulan-komparatif yang dimiliki
oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber
daya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan
kondisi sosial dan budaya setempat.

2) Menerapkan _kebijakan ~yang -terbuka dalam arti
menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah

dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
3) Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
4) Mendorongterciptanyamekanisme pasaryangberkeadilan.

Dengan memerhatikan beberapa asas kebijakan ketahanan
pangan di.daerah tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh
pemerintah-daerah tersebut di antaranya meliputi :

a) Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya
memerhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.
b) Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak
terhadap pembangunan wilayah dan nasional program
peningkatan ketahanan pangan di daerah kepada para

penentu kebijakan di daerah.



c¢) Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan
strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di
daerah.

d) Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar
menukar informasi dan pengalaman dalam menangani
masalah ketahanan pangan antar pemerintah daerah.

7) Pengembangan Teknologi

Pengembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi akan
mencakup teknologi pengembangan sarana produksi'(benih, pupuk
dan insektisida), teknologi pengolahan-lahan (traktor), teknologi
pengendalian hamaterpadu (PHT), teknologi pengelolaanair (irigasi
gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air), teknologi
budidaya (cara tanam, jarak tanam, pemupukan berimbang, pola

tanam, pergiliran varietas), dan teknologi pengolahan hasil.

Teknologi pertanian berperan penting dalam mendukung
pengembangan ‘pertanian pangan-di areal pengembangan baru
(ekstensifikasi). Pengembangan ‘Jlahan pertanian baru, menurut
kondisi agro ekosistemnya dapat dibedakan menjadi : (1) lahan
sawah cetakan baru, (2) lahan kering (ladang atau di bawah
naungan),'dan (3) lahan rawa (pasang surut dan lebak). Sudah
barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di
areal ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik (Achmad, 2005).

Dengan memerhatikan penjelasan yang telah dikemukakan

di atas, dapat terkait dengan pelibatan masyarakat lokal dalam
pengurangan risiko penyebaran COVID-19, yang meliputi:
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3)
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Bahwa upaya percepatan penanganan COVID-19 selama
dua bulan terakhir, walaupun telah direspon Pemerintah
dengan baik melalui penerbitan berbagai kerangka
regulasi, namun masih belum dapat diimplementasikan
secara efektif di masyarakat, yang ditunjukkan dengan
masih meningkatnya kasus penderita setiap . harinya
berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19;

Bahwa penerapan kebijakan - tentang  -Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 2020, serta Pembatasan Sosial BerskalaBesaryang
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun
2020, ternyata masih belum dapat diimplementasikan
di lapangan, karena masih-diperlukan pendataan dan
verifikasi dari aspek epidemiologi, serta kondisi sosial
ekonomi masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki
atau berpotensi memiliki kasus penderita COVID-19;

Bahwa" kondisi penyebaran atau transmisi pandemi
COVID-19 adalah dari manusia ke manusia, maka upaya
search-find-isolate yang ditetapkan WHO hanya bisa
efektif apabila dilakukan pada tingkat lokal, dimulai
dari tingkat individu, keluarga, RT/RW, kelurahan/desa,
sehingga diperlukan upaya khusus dalam penguatan peran
komunitas dan masyarakat di tingkat lokal khususnya desa/

kelurahan dalam penanganan bencana pandemi COVID-19;

Bahwa dengan mempertimbangkan diperlukannya
pengurangan risiko penyebaran pandemi COVID-19 di
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tingkat lokal, serta dengan memerhatikan keberhasilan
penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana
berbasis komunitas Dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4
Huruf a,cedan f menyebutkan, baik mulai dari tingkat
keluarga melalui Keluarga Tangguh Bencana (Katana),
Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana
(Kasiba), termasuk kesiapan komunitas lokal dalam meng-
hadapi bencana yang dilakukan-Taruna Siaga Bencana
(Tagana), maka diperlukan upaya penguatan kapasitas
lokal mulai dari tingkat masyarakat dan komunitas mulai
dari tingkat RT/RW di tiap desa/kelurahan dalam rangka
kesiapsiagaan dan pencegahan serta menghindari (cegah
dan tangkal) potensi kejadian dan penyebaran pandemi
COVID-19;

Bahwa ‘status kedaruratan kesehatan masyarakat dan
pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan
bencana pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah memiliki dampak yang luas terhadap kondisi
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara nasional
danberpotensimenjadiancamanyangdapatmemengaruhi
ketahanan nasional, maka sangat perlu dipertimbangkan
pendekatan pengurangan risiko bencana pandemi
COVID-19 yang berbasis komunitas dan masyarakat lokal,
melalui penguatan ketahanan masyarakat terhadap
bencana yang selanjutnya akan memperkokoh ketahanan

nasional.



3. Kesimpulan

Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan arahan yang
jelas,danjugatindakanyang positif. Tindakan masyarakatyangtidak
ikutarahan atau aturan yang positif akan merugikan bagi pribadinya
dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dalam
membela negaranya, apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini. Perlu
kita ketahui bukan ego yang kita dahulukan, namun kepentingan
Negaralah yang kita laksanakan agar menciptakan Negara yang
selamat, adil, dan sejahtera. Perlu juga adanya dalam bela Negara
dipadukan dengan wawasan dan pengetahuan dari pendidikan
kewarganegaraan dengan-rasa kepedulian terhadap bangsa dan

Negara.

Dengandemikian,sebagailangkahantisipatifdampak COVID-19
terutama terhadap stabilitas ketahanan-pangan, masyarakat dan
pemerintah harus saling bahu membahu dalam memastikan dari
segala lini.. Jika semua) saling bahu-membahu dalam menangani
kasus ketahanan pangan di tengah pandemi ini maka pasti semua
akan mudah terselesaikan. Setiap warga negara perlu menanamkan
sifat rasa  bela negara untuk meningkatkan semangat dalam

memenuhi ketahanan pangan di Indonesia.

Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mulai
dari tingkat nasional melalui Keputusan Presiden 09 Tahun 2020
hingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat RT/RW, menunjukkan
bahwa penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dikerjakan secara
sektoral, namun harus dikoordinasikan secara lintas kelembagaan
dan lintas pelaku. Di dalam kaitannya dengan penanganan

pandemi COVID-19 yang partisipatif, dengan pelibatan peran




serta masyarakat lokal menjadi sangat diperlukan penguatannya,
terutama dengan mendorong pola kemitraan pentahelix di antara
pelaku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah (pusat dan
daerah), unsur swasta dan dunia usaha, unsur akademik, dan unsur
masyarakat lokal. Untuk itu, berbagai instrumen kelembagaan
dalam rangka perlindungan yang dilakukan Pemerintah kepada
kelompok individu atau masyarakat yang sudah dan/atau potensial
terdampak COVID-19 menjadi perlu untuk dipetakan dan dievaluasi
efektivitasnya. Seperti keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat
(satlinmas), pertahanan sipil (Hansip), taruna-siaga bencana
(Tagana), serta kader desa tanggung bencana (kader Destana),
termasuk pendamping lokal desa dan karang taruna serta PKK,
perlu dievaluasi peran dan kontribusinya dalam meningkatkan
ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal dan
desa/kelurahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut
dapat dikurangi secara bertahap. Namun kebijakan peningkatan
produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan
peningkatan Ketahanan Pangan Domestik/Lokal. Pengembangan
teknologi pertanian juga diharapkan mampu meningkatkan dan
mengefisienkan sektor pertanian. Diversifikasi Produksi Pangan
dengan- cara penganeka-ragaman konsumsi atau pangan dapat
mengurangitekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan,
terutama beras.
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